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BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam tata kelola pemerintahan yang modern, pengelolaan aset tetap daerah menjadi salah satu elemen krusial yang menentukan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi penyelenggaraan administrasi publik. Pemerintah daerah dituntut tidak hanya mampu mencatat dan melaporkan aset dengan baik, tetapi juga mengelola pemanfaatan dan penghapusannya secara tertib, legal, dan terpantau. Namun demikian, di lapangan masih ditemukan berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sistem utama (Portal BMD) dalam memenuhi kebutuhan teknis pengelolaan hingga lemahnya integrasi data pemanfaatan aset dengan informasi kepegawaian dan penggunaan aktual.
Menjawab tantangan tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi mengembangkan inovasi SIMASKOT (Sistem Informasi Manajemen Aset Kota Bekasi) sebagai sistem pendamping yang memperkuat fungsi Portal BMD. SIMASKOT dirancang berbasis web dengan modul yang berorientasi pada kemudahan penggunaan oleh OPD. Sistem ini memungkinkan pengelolaan aset tetap secara lebih taktis dan real-time, termasuk kendaraan dinas, aset Prasarana dan Sarana Umum (PSU), serta proses penghapusan dan pemanfaatan aset lainnya seperti sewa dan pinjam pakai.
Inovasi SIMASKOT muncul dari kebutuhan riil akan sistem informasi aset yang responsif terhadap dinamika penggunaan aset daerah dan kompleksitas regulasi yang mengatur pemanfaatannya. Dengan integrasi terhadap data ASN melalui API dari BKPSDM, SIMASKOT dapat memastikan keterkaitan yang akurat antara pengguna aset dan status kepegawaiannya. Hal ini tidak hanya meningkatkan validitas data, tetapi juga memperkuat kontrol dan tanggung jawab pengguna dalam pengelolaan aset milik negara/daerah.
Penerapan SIMASKOT membawa dampak signifikan terhadap efisiensi dan ketertiban administrasi aset di seluruh OPD. Melalui sistem ini, proses pelaporan, pemanfaatan, hingga penghapusan aset dapat dilakukan secara terdokumentasi dan tersistem, mengurangi potensi kesalahan manual, serta mempercepat proses evaluasi kerja sama pemanfaatan aset daerah. Selain itu, sistem ini menjadi solusi digital yang menjawab kebutuhan akan transparansi dalam pengelolaan kekayaan daerah, sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik (e-government).
Lebih jauh, SIMASKOT berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pada tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dan tujuan ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui penerapan teknologi informasi dalam tata kelola aset daerah. Selain itu, inovasi ini mendukung visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Dengan dukungan regulasi internal, sinergi antarlembaga, dan keberlanjutan operasional yang kuat, SIMASKOT memiliki potensi untuk direplikasi sebagai model pengelolaan aset modern di tingkat daerah lainnya di Indonesia.
B. TUJUAN
Program SIMASKOT dikembangkan dengan tujuan utama untuk membangun sistem informasi aset daerah yang lebih taktis, terintegrasi, dan berbasis digital dalam rangka memperkuat tata kelola barang milik daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Dalam jangka pendek, inovasi ini bertujuan menyederhanakan dan mempercepat proses pencatatan, pemanfaatan, serta pelaporan aset tetap melalui sistem yang user-friendly dan terhubung dengan data kepegawaian secara real-time. Hal ini menjawab kebutuhan akan sistem yang mampu menjangkau aspek teknis yang belum terakomodasi dalam Portal BMD sebagai sistem utama.
Secara jangka menengah, SIMASKOT diarahkan untuk memperkuat akurasi data, meningkatkan kontrol terhadap pemanfaatan aset, serta mempercepat proses pengambilan keputusan terkait kerja sama aset daerah seperti sewa, pinjam pakai, dan hibah. Dengan dukungan integrasi ke database SIMDA BMD dan API dari BKPSDM, sistem ini memberikan visibilitas menyeluruh terhadap siapa pengguna aset, bagaimana aset digunakan, serta status legal dan administratifnya. Transparansi ini sangat penting dalam mendorong akuntabilitas pemanfaatan kekayaan daerah.
Lebih jauh, SIMASKOT bertujuan menciptakan tata kelola aset yang efisien, terstandarisasi, dan berbasis data, sehingga meminimalkan risiko kehilangan, pemanfaatan tidak sah, maupun penghapusan yang tidak terdokumentasi. Program ini juga menjadi sarana pendukung strategis bagi BPKAD dalam melakukan evaluasi dan pengawasan aset, tanpa harus melalui proses manual yang memakan waktu dan sumber daya. Sistem modular dan berbasis web juga memberikan fleksibilitas kepada perangkat daerah dalam mengakses dan memperbarui data secara langsung sesuai kewenangan masing-masing.
Dalam jangka panjang, SIMASKOT diarahkan untuk menjadi model digitalisasi pengelolaan aset yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah lain. Sistem ini berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan operasional perangkat daerah dan kebijakan pengelolaan aset yang efisien dan legal. Dengan komitmen kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan pembiayaan dari APBD, SIMASKOT menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Bekasi.
Program ini juga dikembangkan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) dan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), serta mendukung misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam membangun tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Melalui SIMASKOT, Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib, transparan, dan berkelanjutan.
C. MANFAAT
Implementasi inovasi SIMASKOT oleh Pemerintah Kota Bekasi memberikan dampak signifikan dalam memperkuat tata kelola aset tetap milik daerah secara digital. Sebelum adanya aplikasi ini, pengelolaan aset seperti kendaraan dinas, prasarana-sarana umum (PSU), maupun proses penghapusan dan pemanfaatan lainnya masih terfragmentasi dan banyak dilakukan secara manual, sehingga rawan terjadi duplikasi data, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya akuntabilitas. SIMASKOT menghadirkan sistem digital yang memungkinkan perangkat daerah melakukan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan aset secara real-time dan berbasis data pegawai yang terintegrasi dengan API BKPSDM.
Manfaat utama dari SIMASKOT terlihat dalam meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses pengelolaan aset di lingkungan OPD. Aplikasi ini memberikan kemudahan operasional bagi pengguna untuk melakukan tracking pemanfaatan aset, seperti pinjam pakai dan sewa, sekaligus mempercepat proses evaluasi terhadap kerja sama aset daerah. Dengan sistem berbasis web dan navigasi modular, SIMASKOT memastikan seluruh informasi aset dapat diakses secara terstruktur dan terkonsolidasi, menjadikannya alat bantu strategis dalam pengambilan kebijakan berbasis data.
Dari sisi regulasi dan akuntabilitas, SIMASKOT memperkuat kontrol internal terhadap proses penghapusan dan pendapatan aset. Sistem ini memberikan wewenang penuh kepada perangkat daerah untuk melaporkan dan memperbarui status aset secara mandiri, dengan tetap terhubung pada basis data utama SIMDA BMD. Manfaat ini penting dalam mendorong keterbukaan, mencegah aset idle, serta memastikan pemanfaatan aset dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Secara strategis, inovasi ini mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) serta SDG 16 (Kelembagaan yang Responsif dan Transparan). SIMASKOT juga berkontribusi pada kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif, sejalan dengan visi besar reformasi birokrasi daerah berbasis digital. Kehadiran SIMASKOT menegaskan bahwa pengelolaan aset tidak sekadar administratif, tetapi bagian dari strategi pembangunan daerah yang efisien dan berkelanjutan.
Dari perspektif keberlanjutan, SIMASKOT dibangun dengan mempertimbangkan keberlangsungan jangka panjang melalui pembentukan tim pengelola di BPKAD, penyusunan SOP internal, serta pelatihan teknis kepada perangkat daerah. Dengan dukungan pendanaan dari APBD Kota Bekasi dan kesiapan sistem untuk integrasi lebih lanjut dengan Portal BMD, SIMASKOT berperan sebagai model digitalisasi pengelolaan aset daerah yang dapat direplikasi oleh daerah lain. Inovasi ini tidak hanya menghadirkan teknologi, tetapi juga mengubah pola kerja menuju budaya kerja berbasis data dan akuntabilitas.
D. KECEPATAN PENCIPTAAN INOVASI DAERAH
Inovasi SIMASKOT merupakan respon cepat Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan pengelolaan aset daerah yang selama ini belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem utama Portal BMD. Ketika berbagai kebutuhan teknis seperti pemanfaatan kendaraan dinas, pencatatan kerja sama aset, dan proses penghapusan tidak dapat diakses secara efektif, maka muncul urgensi untuk membangun sistem pelengkap yang lebih fleksibel dan modular. Proses identifikasi kebutuhan dilakukan pada awal tahun 2023 oleh BPKAD Kota Bekasi melalui evaluasi internal dan masukan dari perangkat daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan pengembangan aplikasi SIMASKOT dalam rentang waktu yang relatif singkat.
Pengembangan SIMASKOT dimulai pada pertengahan tahun 2023 dengan pendekatan kolaboratif antara tim teknis BPKAD, pengelola aset perangkat daerah, dan penyedia sistem. Tanpa menunggu hadirnya regulasi baru, SIMASKOT dirancang berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan serta merujuk pada sistem yang sudah ada, yaitu SIMDA BMD. Kemampuan sistem ini untuk berintegrasi secara langsung dengan data ASN dari BKPSDM menunjukkan bagaimana pengembangan aplikasi dilakukan secara adaptif dan progresif. Dalam waktu kurang dari enam bulan, sistem siap diuji coba dan mulai diterapkan secara luas di lingkungan OPD.
Keberhasilan percepatan pengembangan SIMASKOT tidak terlepas dari dorongan kepemimpinan yang kuat dan responsif terhadap kebutuhan digitalisasi layanan. Kepala BPKAD memberikan mandat penuh kepada tim pengelola aset untuk segera mengatasi ketimpangan data dan lambatnya alur pengelolaan aset yang sebelumnya dilakukan secara manual atau semi-digital. Dengan SIMASKOT, proses pelaporan aset yang sebelumnya membutuhkan waktu berminggu-minggu kini dapat dilakukan dalam hitungan jam, bahkan menit, tergantung kesiapan data dari masing-masing OPD.
Selain pengembangan teknis, strategi percepatan SIMASKOT juga didukung oleh pendekatan partisipatif. Sosialisasi dan pelatihan dilakukan kepada petugas aset di seluruh OPD untuk memastikan pemahaman terhadap fitur sistem, alur kerja baru, dan peran mereka dalam menjaga kualitas data aset. Proses iterasi dan pembaruan fitur dilakukan berdasarkan umpan balik dari pengguna awal. Bahkan, pada masa uji coba, sistem ini telah berhasil mempercepat proses verifikasi kendaraan dinas dan pendataan kerja sama aset PSU secara signifikan.
Dengan capaian tersebut, SIMASKOT membuktikan bahwa penciptaan inovasi digital dalam pemerintahan daerah dapat dilakukan dengan cepat apabila dilandasi oleh komitmen, kolaborasi lintas sektor, dan strategi pengembangan yang berfokus pada kebutuhan nyata. Dalam waktu kurang dari satu tahun, Pemerintah Kota Bekasi telah melahirkan sistem yang memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah. SIMASKOT menjadi contoh keberhasilan reformasi digital yang tidak hanya adaptif, tetapi juga dapat direplikasi di daerah lain sebagai best practice transformasi tata kelola aset berbasis teknologi.
E. PENGGUNAAN IT (INFORMASI DAN TEKNOLOGI)
Dalam pelaksanaan inovasi SIMASKOT, Pemerintah Kota Bekasi melalui BPKAD memanfaatkan teknologi informasi secara optimal sebagai fondasi utama transformasi pengelolaan aset tetap daerah. Aplikasi SIMASKOT dikembangkan berbasis web dengan desain navigasi modular yang memungkinkan pengguna dari setiap OPD mengakses, mengelola, dan memantau data aset secara real-time dan akurat. Pendekatan ini menjawab persoalan keterbatasan sistem utama (Portal BMD) yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan taktis dalam tata kelola aset, khususnya kendaraan dinas dan kerja sama aset PSU.
Sebelum hadirnya SIMASKOT, pelaporan aset dan proses administrasi seperti sewa, pinjam pakai, serta penghapusan aset dilakukan secara manual atau melalui sistem yang tidak terintegrasi. Hal ini kerap menimbulkan keterlambatan, duplikasi data, dan minimnya pengawasan terhadap pemanfaatan aset. Dengan SIMASKOT, data pemanfaatan kendaraan kini dapat dikaitkan langsung dengan database ASN melalui integrasi API dengan sistem BKPSDM, sehingga memperkuat akuntabilitas kepemilikan dan penggunaan aset daerah.
Integrasi teknologi dalam SIMASKOT juga mendukung efisiensi operasional dan transparansi proses pengambilan keputusan. Seluruh proses pengelolaan aset—mulai dari input data, verifikasi status, hingga penghapusan atau pencatatan pendapatan aset—dilakukan dalam satu sistem yang terekam secara digital. Setiap aktivitas tercatat melalui jejak audit (audit trail) sehingga dapat ditelusuri oleh auditor internal maupun pengawas eksternal secara lebih transparan. Selain itu, dashboard visual yang dikembangkan dalam sistem memudahkan pemantauan kondisi aset per OPD dan wilayah, termasuk notifikasi aset yang belum dimanfaatkan atau mendekati masa penghapusan.
Penggunaan teknologi dalam SIMASKOT tidak hanya memperkuat fungsi administratif, tetapi juga memperluas fungsi manajerial dengan adanya fitur monitoring dan evaluasi aset secara terukur. Dalam jangka menengah, sistem ini akan dikembangkan untuk mendukung integrasi penuh dengan Portal BMD dan SIMDA BMD guna membangun ekosistem data aset daerah yang lebih kuat. Dengan keterpaduan tersebut, perencanaan kebutuhan aset dan pemanfaatan aset yang tidak optimal dapat diidentifikasi dan direspons lebih dini.
Ke depan, Pemerintah Kota Bekasi berencana memperkaya fitur SIMASKOT dengan sistem pelaporan indikator pemanfaatan aset, notifikasi perpanjangan kerja sama, serta integrasi nilai perolehan dan depresiasi aset secara otomatis. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam SIMASKOT bukan hanya mempercepat proses, tetapi juga membentuk budaya kerja baru yang lebih transparan, efisien, dan berbasis data dalam tata kelola aset daerah.

BAB II
KERANGKA PIKIR
A. KEBAHARUAN
Inovasi SIMASKOT yang dikembangkan oleh BPKAD Kota Bekasi merupakan langkah terobosan dalam digitalisasi pengelolaan aset tetap daerah, yang selama ini didominasi oleh pendekatan administratif manual dan fragmentasi informasi. Kebaruan utama dari SIMASKOT terletak pada integrasi sistem informasi aset berbasis web yang dirancang secara modular, memungkinkan kontrol dan pengelolaan aset—khususnya kendaraan dinas dan aset PSU—secara real-time dan berbasis data ASN yang aktual. Inovasi ini memberikan solusi praktis terhadap keterbatasan fitur dalam sistem utama (Portal BMD) dan menciptakan alur kerja yang lebih efisien, transparan, serta akuntabel di lingkungan perangkat daerah.
Berbeda dari pendekatan konvensional, SIMASKOT menghadirkan kebaruan dalam hal konektivitas data antar sistem dan kemudahan operasional bagi pengguna OPD. Sistem ini tidak hanya merekam data kepemilikan dan status aset, tetapi juga memfasilitasi pengelolaan kerja sama aset daerah secara digital, termasuk fungsi sewa, pinjam pakai, serta penghapusan dan pencatatan pendapatan. Dengan dukungan fitur audit trail dan dashboard evaluasi, SIMASKOT menciptakan lingkungan manajemen aset yang terpantau dengan baik dan mampu memberikan data yang kredibel untuk kebutuhan monitoring internal maupun eksternal.
Kebaruan lain dari SIMASKOT adalah pemanfaatan API (Application Programming Interface) yang terhubung langsung dengan data ASN di BKPSDM. Integrasi ini memastikan bahwa setiap kendaraan dinas yang dikelola terhubung dengan pengguna yang sah, sehingga mencegah penyalahgunaan dan memperkuat tanggung jawab pengguna aset. Sistem ini juga menciptakan standar baru dalam pengelolaan aset dengan pendekatan berbasis data pegawai yang dinamis dan terverifikasi, menjadikan proses pemanfaatan aset lebih adaptif terhadap perubahan kelembagaan.
Dari sisi inovasi tata kelola, SIMASKOT mendobrak paradigma pengelolaan aset yang kaku dan birokratis dengan menghadirkan layanan digital yang responsif dan mudah diakses. Aplikasi ini dikembangkan melalui pendekatan partisipatif, melibatkan input pengguna dari berbagai OPD, serta didesain dengan antarmuka yang ramah pengguna. Pelatihan intensif dan sosialisasi yang dilakukan sejak awal turut menjamin bahwa sistem ini digunakan secara optimal oleh seluruh pihak terkait, sekaligus meningkatkan literasi digital di bidang manajemen aset.
Secara keseluruhan, kebaruan SIMASKOT mencakup lima aspek penting: (1) digitalisasi penuh atas pengelolaan aset tetap daerah, terutama kendaraan dan PSU; (2) integrasi dengan data ASN secara real-time melalui API; (3) penyediaan fitur manajemen pemanfaatan dan penghapusan aset dalam satu platform; (4) penciptaan sistem audit dan dashboard pemantauan aset berbasis web; dan (5) pendekatan pengembangan yang modular, partisipatif, dan siap diintegrasikan ke sistem utama Portal BMD. Inovasi ini menjadi bukti nyata bahwa tata kelola aset dapat ditingkatkan secara signifikan melalui strategi digitalisasi yang inklusif, adaptif, dan berbasis kebutuhan daerah.
B. DESAIN INOVASI
Desain inovasi SIMASKOT merupakan jawaban strategis terhadap tantangan pengelolaan aset tetap daerah yang selama ini terfragmentasi dan belum terdigitalisasi secara menyeluruh. Sebelum hadirnya SIMASKOT, proses pemantauan, pemanfaatan, dan pelaporan aset seperti kendaraan dinas dan prasarana sarana umum (PSU) dilakukan secara parsial melalui sistem Portal BMD yang belum mencakup seluruh fitur fungsional yang dibutuhkan oleh perangkat daerah. Ketergantungan pada proses manual serta keterbatasan informasi real-time menjadi hambatan utama dalam efisiensi tata kelola aset milik daerah.
Konsep utama dalam desain SIMASKOT adalah penciptaan sistem informasi berbasis web yang bersifat modular dan responsif terhadap kebutuhan pengelolaan aset. Aplikasi ini dirancang untuk menutupi kekosongan fungsi pada sistem utama yang sudah ada, serta menyediakan fitur tambahan seperti pengelolaan kerja sama aset, pemanfaatan kendaraan dinas yang terintegrasi dengan data pegawai (API BKPSDM), serta penghapusan dan pendapatan aset. Dengan pendekatan ini, SIMASKOT tidak hanya menjadi pelengkap, tetapi juga katalis digitalisasi tata kelola aset daerah yang efisien dan akuntabel.
Komponen utama dalam desain SIMASKOT mencakup: (1) sistem database aset berbasis web yang memungkinkan pengelolaan aset di tingkat OPD, (2) integrasi dengan data ASN yang memastikan pertanggungjawaban penggunaan aset secara personal, (3) sistem log aktivitas untuk pelacakan perubahan, (4) fitur kerja sama aset dan status sewa/pinjam pakai yang dapat dimonitor secara real-time, dan (5) sistem pelaporan otomatis yang sesuai standar pelaporan aset daerah. Dengan struktur modular ini, setiap fungsi dikembangkan secara fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan instansi.
Desain ini juga menekankan pada transparansi, kemudahan operasional, dan keamanan data. Pengguna dari OPD diberikan hak akses berbeda sesuai peran, dan setiap aktivitas pengguna tercatat secara otomatis untuk memudahkan audit internal maupun eksternal. Antarmuka pengguna (user interface) dikembangkan secara intuitif agar dapat digunakan oleh aparatur non-teknis tanpa pelatihan yang rumit. Hal ini memungkinkan proses pengelolaan aset dilakukan langsung di unit kerja, tanpa harus menunggu arahan teknis dari pusat data BPKAD.
Secara keseluruhan, desain inovasi SIMASKOT tidak hanya menyederhanakan alur kerja pengelolaan aset, tetapi juga menghadirkan paradigma baru pengelolaan aset berbasis data, integrasi sistem, dan kolaborasi antarlembaga. Dengan fleksibilitas integrasi ke sistem Portal BMD di masa mendatang, serta dukungan regulasi dan infrastruktur yang memadai, SIMASKOT berpotensi menjadi platform pengelolaan aset daerah yang replikatif, adaptif, dan berkelanjutan di berbagai wilayah di Indonesia.
C. SOP PROSES INOVASI YANG DIHASILKAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) SIMASKOT disusun untuk menjamin pelaksanaan pengelolaan aset tetap milik Pemerintah Kota Bekasi secara sistematis, efisien, dan akuntabel. SOP ini menjadi pedoman teknis utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan input, pembaruan, serta pelaporan atas penggunaan dan pemanfaatan aset daerah melalui platform digital yang terintegrasi. Pengembangan SOP ini sejalan dengan tujuan reformasi birokrasi serta percepatan digitalisasi tata kelola aset daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi.
SOP SIMASKOT mengacu pada prinsip efisiensi administrasi, akurasi informasi, serta penguatan kontrol dan transparansi dalam pengelolaan barang milik daerah. Tahapan utama SOP ini meliputi:
1. Input Data Aset oleh OPD
· OPD melakukan input data aset tetap ke dalam sistem SIMASKOT, termasuk identitas aset, lokasi, kondisi, dan pengguna yang bertanggung jawab.
· Sistem terintegrasi dengan data pegawai (melalui API BKPSDM) untuk memastikan akurasi tanggung jawab pemanfaatan, terutama untuk kendaraan dinas dan peralatan khusus.
2. Verifikasi dan Validasi Data oleh Admin BPKAD
· Tim dari Bidang Aset BPKAD melakukan verifikasi terhadap data yang diinput OPD untuk memastikan tidak terjadi duplikasi, kekeliruan, atau kekosongan informasi.
· Apabila ditemukan ketidaksesuaian, sistem akan memberikan notifikasi otomatis kepada OPD penginput untuk dilakukan perbaikan.
3. Pengelolaan Pemanfaatan Aset
· Fitur pemanfaatan aset seperti kerja sama, pinjam pakai, dan sewa dilakukan melalui modul tersendiri. OPD dapat mengajukan permohonan dan menyertakan dokumen pendukung langsung melalui sistem.
· Permohonan diproses secara digital oleh Bidang Aset dengan catatan dan disposisi elektronik.
4. Penghapusan dan Pendapatan Aset
· Permohonan penghapusan atau pelepasan aset harus diajukan melalui SIMASKOT dan disertai berita acara, dokumen fisik, dan persetujuan OPD terkait.
· Setelah disetujui, data aset akan diperbaharui secara otomatis dan terdokumentasi dalam riwayat sistem.
5. Pelaporan dan Monitoring
· SIMASKOT menyediakan fitur laporan otomatis untuk kebutuhan internal OPD, audit, serta evaluasi kinerja aset.
· Tersedia dashboard analitik untuk memantau nilai aset, jumlah aset berdasarkan kategori, serta status pemanfaatan per OPD.
6. Sosialisasi dan Dukungan Teknis
· Tim pengelola SIMASKOT secara berkala melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada OPD. Modul pelatihan meliputi tata cara input data, permohonan kerja sama aset, hingga simulasi penghapusan dan pelaporan.
· Tersedia juga helpdesk online untuk mendampingi penggunaan sistem secara harian.
7. Dukungan Kebijakan dan Keberlanjutan
· Implementasi SOP ini didukung oleh Peraturan Daerah tentang pengelolaan aset, serta Keputusan Wali Kota Bekasi terkait tata kelola barang milik daerah.
· Pengembangan berkelanjutan didukung melalui APBD dan kolaborasi lintas bidang untuk pembaruan fitur serta perluasan integrasi ke Portal BMD dan sistem lain di masa depan.
Dengan adanya SOP ini, SIMASKOT menjadi kerangka operasional yang menjamin bahwa seluruh siklus hidup aset daerah—dari akuisisi hingga penghapusan—dikelola secara digital, transparan, dan efisien. Proses-proses ini turut mendukung tata kelola keuangan yang tertib, serta memudahkan pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data aset yang akurat dan real-time.

BAB III
PENUTUP

Inovasi SIMASKOT merupakan representasi konkret dari transformasi tata kelola aset daerah menuju sistem yang lebih modern, transparan, dan berbasis teknologi informasi. Melalui pengembangan platform digital yang terintegrasi, Pemerintah Kota Bekasi berhasil menjawab tantangan klasik dalam pengelolaan aset tetap seperti keterlambatan pelaporan, ketidaktepatan data pengguna aset, hingga lemahnya kontrol terhadap pemanfaatan aset secara lintas sektor. SIMASKOT hadir sebagai solusi yang tidak hanya menutup kekosongan fungsional dari sistem sebelumnya, tetapi juga memperkuat koordinasi dan efisiensi kerja antar-OPD melalui satu platform yang andal dan mudah diakses.
Penerapan SIMASKOT telah mendongkrak efektivitas pengawasan terhadap aset milik daerah, terutama kendaraan dinas dan fasilitas publik, dengan keterhubungan langsung ke data kepegawaian melalui integrasi API BKPSDM. Hal ini memastikan bahwa setiap aset dikelola dengan prinsip akuntabilitas individu, mempersempit ruang penyalahgunaan dan meningkatkan rasa tanggung jawab aparatur sipil negara dalam menggunakan barang milik negara. Sistem pelaporan dan dashboard yang informatif juga memungkinkan pimpinan daerah untuk mengambil keputusan berbasis data yang aktual dan akurat.
Lebih jauh, inovasi ini mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama dalam aspek institusi yang kuat, tata kelola yang transparan, serta pengelolaan aset publik yang efisien. Di tingkat regional, SIMASKOT menjadi bagian penting dalam mendorong kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuju birokrasi digital yang terukur dan berdampak nyata. Inovasi ini juga mampu menjadi pemantik lahirnya model-model pengelolaan berbasis sistem informasi lainnya dalam sektor pemerintahan yang lebih luas.
Dengan arsitektur sistem yang adaptif dan navigasi modular yang user-friendly, SIMASKOT memiliki potensi untuk direplikasi oleh daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Pemerintah Kota Bekasi telah membuktikan bahwa dengan kolaborasi lintas sektor, dukungan regulasi, dan alokasi sumber daya yang tepat, digitalisasi pengelolaan aset bukan hanya mungkin, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap kualitas layanan publik dan akuntabilitas kelembagaan.
Keberlanjutan inovasi ini dijamin oleh komitmen kelembagaan Bidang Aset BPKAD, penganggaran dalam APBD, serta peningkatan kapasitas pengguna melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan. SIMASKOT tidak hanya menjadi instrumen teknis dalam tata kelola aset, tetapi juga fondasi dari ekosistem birokrasi digital masa depan—yang lebih responsif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
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